PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAW!
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2010

Menimbang

Mengingat

a

M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang»UﬂdanQ
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bupati mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran

berakhir
bahwa perttanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

pada huruf a perly ditetapkan dengan Peraturan Daeran tentang
Per‘tanggungj_awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2010

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

Tahun 1994 Normor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
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Undang-Undang Nomior 28 Tahun 1999 tentang Penyslenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolus: dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provins! Kalimantan Barat {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4344)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 43589)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan [Lembaran Negara Repubiik
Indonesta Nomor 4400);

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 lentang Sistemy Merancanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Repiiblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik (ndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Keduz Atas Undang Undang Nemer 322 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neqgara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438).

Indang-lUndang Nomar 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retfribus
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138):
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nemor 112, Tamtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4139)
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protekolar
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomar 47 12)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntans:
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor
49 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570):

Peraturan Pemerintah Nomer 88 Tahun 2005 ientang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4575)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578,
Peraturan Pemerintah Nomor &5 Tahun 2005 tentang  Pedoman
Penyiistinan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 11 emharan Nenara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585).

- Peraturan Pemerintah Nomar 70 Tahun 2008 tentang Pedemar Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 165. Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomar 4593).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kineria Instansi Pemernntah (fembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614)

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagamana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
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Menetapkan

27 DPeraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomar 11 Tahun 2007 tentang Mokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kahupaten
Melawi Tahun 2007 Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Melaw Nemor 38}

28 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2010 Nomor
1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 84)

29 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melaw
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2010
Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 86).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan
BUPATI MELAWI|

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANUA DAERAH
KABUPATEN MELAW| TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
menurut
2. Laperan realisasi anggaran:
b Neraca,

C. Laporan arus kas.dan
¢ Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan  kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daeran

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun
anggaran 2010 sebaga berikit

a  Pendapatan Rp 418824 144 341 20
b Belana Rp 416 125 940684 85
Surpius/defisit Rp 2 498 203 656 35

¢ Pembiayaan
Penernmaan Rp 10.396.933 417 84
Pengeluaran Rp 2.000.000 000,00
Surplus/defisit Rp 8.396.933 417 64



Pasal 2

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
Sebagal berikut

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumiah
Rp. 9 493 805 608 80 dengan rincian sebagai berikut

& Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 428 117 948 950.00
b. Realisasi Rp 418624 144 241 20
Selisih lebih / (kurang) Rp 9 493.805.508.80

) Selisih Anggaran dengan realisasi delanja sejumiah Rp. 28 722 251 849,94

dengan rincian sebagai berikut

a Anggaran belanja sotelah perubzhan RP 444862302534 79

b Realisas Rp 416.125 940 684 g5
Selisih lebih f (kurang) Rp 2873636184004

Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumiah

Rp (14 246 148.928 44) dengan rincian sebaqgai benkut

a Surplus/defisit setelah perubahan Rp (186 744 352 584,79)

b Realsasi Rp 2.498 203 856 35
Selisih lebih / (kurang) Rp (14246 148 928 44)

Selisih Anggaran dengan realisasi penernmaan pembiayaan sepimiah
Rp (8347 419 167 18) dengan rincian sebagal benkut

a3 Anggaran penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp 18744 352 584 70
b Realisasi Rp 10.396 933.417 64
Selisih lebin / (kurang) Rp (8347 419 16/ 15)

Selisih Anggaran dengan realisas pengealuaran pembiayaan sejumlah
Rp. C 00 dengan rincian sebaqai berikut

a Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp 2.000°000 000,00
b Realisasi Rp 2 000.000:000 00
Selisih lebih /{kurang) Rp -

Selisih  Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto Sejumlah

Rp (8347419167 1%) dengan nncian sebagai berikut

a Anggaran belanja setelah perubahan Rp 16,744 352 584 79

b Realisasi Rp 8396 933.417 684
Selisih lebih / (kurang) Rp (8 347.419 167 15)

Pasal 4



Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun
2010 sebagai berkit

a Jumlah aset Rp 1005 554 970632 54

b Jumlah kewajban Rp 847 860 135.17

G Jumilah ekuitas gang Rp 1004 707 110 797 37
Pasal §

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf ¢ untuk tahun
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut

2 Saldo kas awal per1 Januarn tahun 2010 Rp 10183 702 010 &4
b Arus kas dan aktivitas operasi Rp 121 480534 825 80
C  Arus kas dari aktivitas investasi asetnon-keuang Rp (120 683 856 625 25)
a Arus kas dan aktivitas pembiayaan Rp (2.000 000 000 00)
e  Arus kas dar aktivitas nonanggaran Rp -
f. Saldo Kas skhir per 31 Desember tahun 2010 Rp 12261 774 601 08

Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun
anggaran 2010 memuat informasi baik Secara kuantitatif maupun kualitatif pos-

Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan AFBD sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini terdiri

a  Lampiran | . Laporan realisasi anggaran
.ampiran | 1 - Ringkasan laporan realisasi angaaran menurit trisan
pemerintahan daerah dan organisasi
Lampiran | 2 - Rincian laporan realisas) anggaran menurut urusan

pemenniahan daerah. orgarnisas pendapalan, bejanja
dan pembiayaan

Lampiran 13 Rekapitulasi  realisas anggaran belanja daerah
menurut  urusan pemernintahan  daerah arganisast
program dan kegiatan.

Lampiran | 4 Rekapituiasi realisas) anggaran belamja daerah (intik
Keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

Lampiran 1 5 Cafiar piutang daerah:

Lampiran | 6 Daftar penyertaan moda (investasi) daerah

Lampiran | 7 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan
Aset tetap daerah

Lampiran | 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset
lainnya

Lampiran | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum di selesakan

sampal akhir tahun dan dianggarkan kembalf dalam
anggaran tahun berikutnya
Lampiran | 10 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

b Lampiran



b Lampiran |I Neraca

C. Lampiran Il Laporan Arus Kas
d. Lampiran |V - Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pasal 8

b Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
dalam lampiran VI peraturan daerah inj,

Pasal 9
Bupat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagar rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya datam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi

Ditetapkan di Nanga Pinoh
 pady tanggal ic Oktober 2011
/ ~ I/ BUPATI MELAWI,

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tan . ser 2011
SEKRZAAR : KABUPATEN MELAWI,

S MULYONO

)

LEMBARK _ggegﬁgn KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR 14
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAW!
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2010

umum

Calam rangka melaksanakan {aia kelola pemerintahan yang berasaskan transparanst dan
akuntabel terutama di Didang keuangan daerah maka dipandang perlu untuk disusunnya
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten
Melawi Tahun Anggaran 2010 yang menggambarkan kondisi Keuangan Pemerintah
Kabupaten Melawi pada Tahun Anggaran 2010 yang diamanatkan pada Pasal 184 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagaimana telah
diuban beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Bupati mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemerksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun anggaran berakhir

Selain itu Peraturan Daeran ini disusun dengan wjuan menyajikan  informas yang

bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Melawi dalam meneliti akuntabilitas dan membuat

keputusan ekonomi. sosial. maupun politik dengan menyediakan Informasi mengenai

2. Kecukupan penerimaan penode benalan untuk membiayai seluruh pengeiuaran

b Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran

vana ditetapkan dengan peraturan dan perundang-undanaan.

Jumlah sumber daya ekonomii yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasi-

hasil yang telah dicapai

Bagaimana entitag pelaperan mendanai seluruh kebutuhan kasnya.

€ Posisi keuangan dan kandisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya. baik jangka pendek maupun |angka panjang. termasuk yang berasal
darn pungutan pajak dan pinjaman

f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atay
penurunan, sebagai akibat keaiatan vang dilakukan selama penode pelaporan

o}

jo 1

Peraturan Daerah in merupakan bentuk legalitas sebagai bahan publikas) atay informas
atas pelaksanaan APBD Pemerntah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2010 kepada
pengguna laporan Keuangan

. PASAL



. PASAL DEM! PASAL

Pasal 1 sampa dengan Pasal 10 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 100



